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Menetapkan

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI SEKTOR KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan
untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, Bank Indonesia perlu
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga
alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bank
Indonesia tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Keuangan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR
KEUANGAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Keuangan yang selanjutnya disebut LAPS-SK adalah
lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara
konsumen dan penyelenggara di sektor keuangan di luar
pengadilan.
Konsumen adalah orang perseorangan, korporasi, atau
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun
yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya
sebagai pemilik dan/atau pemanfaat akhir produk
dan/atau layanan yang disediakan oleh Penyelenggara
untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk
diperdagangkan atau diteruskan kepada penyelenggara
lain.
Penyelenggara adalah setiap pihak, baik bank maupun
lembaga selain bank, yang melakukan kegiatan yang diatur
dan diawasi oleh Bank Indonesia yang produk dan/atau
jasanya dimanfaatkan oleh Konsumen.
Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya
disebut Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
pelindungan kepada Konsumen.
Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan
LAPS-SK untuk kepentingan LAPS-SK sesuai maksud dan
tujuan LAPS-SK serta mewakili LAPS-SK baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.
Pengawas adalah organ pada LAPS-SK yang berperan
untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan
pengurusan LAPS-SK.
Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dan
Penyelenggara yang telah melalui proses penyelesaian
pengaduan oleh Penyelenggara.
Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup
seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur,
sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber
dana wuntuk pembayaran, yang digunakan untuk
melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Kegiatan Layanan Uang adalah kegiatan usaha yang

menggunakan uang sebagai objek utama layanan.

Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang

berkaitan dengan:

a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen
keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka
waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

b. transaksi pinjam-meminjam uang;

c. transaksi derivatif suku bunga; dan
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d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di
pasar uang,
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

11. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan
yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan
pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda
beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank
notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran
valuta asing.

Pasal 2
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3
meliputi:
a. Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran,;
b. Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang;
c. pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar
Valuta Asing; dan
d. pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia,
yang berhubungan langsung dengan Konsumen.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3
LAPS-SK memiliki tujuan untuk menyelesaikan Sengketa antara
Konsumen dan Penyelenggara dengan mudah diakses,
independen, adil, efektif, efisien, serta dipercaya oleh Konsumen
dan Penyelenggara.

Pasal 4
LAPS-SK berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian
Sengketa yang terintegrasi di sektor keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, LAPS-SK mempunyai tugas dan wewenang:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa;

b. memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor
keuangan;

c. melakukan penelitian dan pengembangan layanan
penyelesaian Sengketa di sektor keuangan;

d. membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa
di sektor keuangan;

e. melakukan kerja sama dengan lembaga dan/atau instansi
pelindungan  konsumen  baik nasional maupun
internasional; dan

f.  melakukan pengembangan kompetensi mediator dan
arbiter yang terdaftar pada LAPS-SK.
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BAB III
KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI
SEKTOR KEUANGAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

LAPS-SK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus

mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

LAPS-SK yang dapat mengajukan permohonan persetujuan

kepada Bank Indonesia harus:

a. berupa badan hukum perkumpulan yang telah
disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia; dan

b. telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang
berwenang di sektor jasa keuangan.

Pasal 7

Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 disampaikan oleh LAPS-SK kepada Bank Indonesia
dengan melampirkan dokumen.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. akta pendirian dan anggaran dasar terakhir;
b. surat persetujuan dari otoritas yang berwenang di

sektor jasa keuangan;
c. peraturan yang materi muatannya meliputi:

1. jenis layanan penyelesaian Sengketa;

2. prosedur penyelesaian Sengketa;

3. skala biaya penyelesaian Sengketa berdasarkan
kategori Sengketa;

4. jangka waktu penyelesaian Sengketa;

5. ketentuan terkait benturan kepentingan dan
afiliasi bagi mediator dan arbiter;

6. kode etik, persyaratan, sanksi, prosedur dan tata
cara penilaian, serta evaluasi bagi mediator dan
arbiter; dan

7. sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan
yang ditetapkan oleh Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
dan

d. rencana kerja dan anggaran tahunan.

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf c¢, dan huruf d belum mencakup
penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan
Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
LAPS-SK menyampaikan komitmen pengurus LAPS-SK
untuk mengubah dokumen tersebut paling lama 1 (satu)
tahun sejak permohonan disetujui oleh Bank Indonesia.
Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk memperoleh persetujuan
Bank Indonesia, LAPS-SK harus memenuhi persyaratan:

a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) layanan

penyelesaian Sengketa berupa:
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5.

1. mediasi; dan

2. arbitrase;
b. mempunyai sumber daya yang memadai untuk dapat

melaksanakan pelayanan penyelesaian Sengketa; dan
c. mempunyai organ paling sedikit:

1. rapat umum anggota;

2. Pengawas; dan

3. Pengurus.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 8

Anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar LAPS-SK
ditetapkan oleh rapat umum anggota.
Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
nama dan tempat kedudukan,;
tujuan dan kegiatan perkumpulan;
jangka waktu berdiri;
perolehan dan penggunaan kekayaan,;
hak dan kewajiban anggota;
wewenang, penyelenggaraan, dan kepesertaan rapat
umum anggota;
tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian,
serta pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
h. tugas dan wewenang Pengurus dan Pengawas;
tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan
dalam rapat Pengurus dan Pengawas; dan
j- pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa hasil

likuidasi.
Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar, LAPS-SK
wajib menyampaikan perubahan anggaran dasar kepada
Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan sebelum
dilakukannya rapat umum anggota.
Bank Indonesia memberikan tanggapan atas perubahan
anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perubahan
anggaran dasar diterima secara lengkap oleh Bank
Indonesia.
LAPS-SK menetapkan perubahan anggaran dasar yang
telah ditanggapi oleh Bank Indonesia dalam rapat umum
anggota dan menindaklanjuti perubahan anggaran dasar
tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran dasar dan tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

mo a0 o
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Bagian Ketiga
Peraturan

Pasal 9
LAPS-SK wajib melakukan evaluasi atas peraturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perlu dilakukan perubahan terhadap
peraturan mengenai penyelenggaraan layanan
penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan
Penyelenggara, LAPS-SK menyampaikan rancangan
perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan
atas rancangan perubahan peraturan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak dokumen rancangan perubahan peraturan
diterima secara lengkap.
Rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan
dari Bank Indonesia.
LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan dan
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Keanggotaan

Pasal 10

Penyelenggara wajib:

fao o

(1)

(2)

menjadi anggota LAPS-SK;

membayar iuran anggota sesuai peraturan LAPS-SK;
melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS-SK; dan
memublikasikan LAPS-SK melalui laman atau media lain
yang dikelola secara resmi oleh Penyelenggara.

Pasal 11
Dalam penyelenggaraan LAPS-SK, Penyelenggara wajib:
a. membayar biaya penyelesaian Sengketa sesuai
peraturan LAPS-SK; dan
b. mengikuti proses penyelesaian Sengketa sesuai
peraturan LAPS-SK.

Dalam penyelenggaraan LAPS-SK, Penyelenggara berhak:
a. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang setara
dalam penyelesaian Sengketa pada LAPS-SK; dan
b. memperoleh bimbingan dan melakukan konsultasi
mengenai prosedur dan acara layanan penyelesaian

Sengketa pada LAPS-SK.



Pasal 12
(1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau

kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau
kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
pemberhentian pengurus;
denda administratif;
pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau

g. pencabutan izin usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota

Dewan Gubernur.

-0 a

Bagian Kelima
Rapat Umum Anggota

Pasal 13

(I) Rapat umum anggota mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Pengurus atau Pengawas dalam batas
yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia ini
dan/atau anggaran dasar.

(2) Wewenang rapat umum anggota yang tidak diberikan
kepada Pengurus atau Pengawas dalam batas yang
ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia ini
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. menetapkan anggaran dasar dan perubahan anggaran
dasar;
b. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan

Pengurus dan/atau Pengawas;

c. meminta keterangan dari Pengurus dan/atau

Pengawas dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

d. menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium

Pengurus dan Pengawas;

e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan
termasuk iuran anggota serta perubahannya;

f. menetapkan akuntan publik; dan

g. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling
sedikit memuat:

1. laporan keuangan yang telah diaudit oleh
akuntan publik yang terdaftar di otoritas yang
berwenang di sektor jasa keuangan;

2. laporan pengurusan yang dilakukan oleh
Pengurus; dan

3. laporan pengawasan yang dilakukan oleh
Pengawas.

Pasal 14
Rapat umum anggota diselenggarakan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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Pasal 15
Rapat umum anggota terdiri atas rapat umum anggota
tahunan dan rapat umum anggota luar biasa.
Rapat umum anggota tahunan dilaksanakan 1 (satu) kali
dalam setahun.
Rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan setiap
waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
LAPS-SK.
Rapat umum anggota tahunan dan/atau rapat umum
anggota luar biasa dapat dilakukan melalui media
elektronik.

Pasal 16
LAPS-SK menyampaikan keputusan rapat umum anggota
kepada Bank Indonesia.
Keputusan rapat umum anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
pelaksanaan rapat umum anggota.
Dalam hal keputusan rapat umum anggota:
a. dinilai berpotensi membahayakan kepentingan LAPS-
SK; dan/atau
b. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
Bank Indonesia berwenang membatalkan keputusan rapat
umum anggota.
Dalam hal putusan rapat umum anggota dibatalkan oleh
Bank Indonesia, LAPS-SK wajib melaksanakan rapat
umum anggota kembali.
LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa
denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak
RpS5.000.000,00 (lima juta rupiah).
LAPS-SK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota
Dewan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengurus

Pasal 17
Pengurusan LAPS-SK dilaksanakan oleh Pengurus.
Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum
anggota.
Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang
diantaranya diangkat sebagai ketua.
Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai anggota
direksi atau pegawai perusahaan atau institusi lain dalam
jabatan apapun.
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Pengurus diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

Pasal 18

Pengurus sebelum melakukan pengurusan wajib

mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Bank Indonesia setelah dilakukan

wawancara atas kemampuan dan kepatutan.

Wawancara atas kemampuan dan kepatutan dilakukan

untuk menilai bahwa Pengurus memenuhi persyaratan:

a. integritas;

b. reputasi keuangan; dan

c. kompetensi,

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, meliputi:

a. cakap melakukan perbuatan hukum;

b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit
ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk tidak
pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak
pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum
dicalonkan;

c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mendukung
kebijakan Bank Indonesia;

d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS-SK
yang sehat; dan

e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk
menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam
peraturan otoritas yang berwenang di sektor jasa
keuangan mengenai penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan:

a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
dan

b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pengendali yang merupakan pemegang
saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
dicalonkan.

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf c paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau

pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS-SK.

Pengurus yang telah mendapat persetujuan Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat

oleh rapat umum anggota.

Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

memiliki indikasi keterlibatan dan/atau bertanggungjawab

terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan

kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
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Bank Indonesia berwenang melakukan wawancara atas
kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengurus.

Pasal 19
LAPS-SK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas
kemampuan dan kepatutan Pengurus LAPS-SK serta tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pengawas

Pasal 20
Pengawasan terhadap pengurusan LAPS-SK dilaksanakan
oleh Pengawas.
Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum
anggota.
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya
dipilih sebagai ketua.
Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

Pasal 21

Pengawas sebelum melakukan pengawasan wajib

mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Bank Indonesia setelah dilakukan

wawancara atas kemampuan dan kepatutan.

Wawancara atas kemampuan dan kepatutan dilakukan

untuk menilai bahwa Pengawas memenuhi persyaratan:

a. integritas;

b. reputasi keuangan; dan

c. kompetensi,

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, meliputi:

a. cakap melakukan perbuatan hukum;

b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit
ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk tidak
pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak
pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum
dicalonkan;

c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mendukung
kebijakan Bank Indonesia,;

d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS-SK
yang sehat; dan
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e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk
menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam
peraturan otoritas yang berwenang di sektor jasa
keuangan mengenai penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan:

a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
dan

b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pengendali yang merupakan pemegang
saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
dicalonkan.

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf c paling sedikit memiliki pengetahuan dan/atau

pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS-SK.

Pengawas yang telah mendapat persetujuan Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat

oleh rapat umum anggota.

Dalam hal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

memiliki indikasi keterlibatan dan/atau bertanggungjawab

terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank

Indonesia berwenang melakukan wawancara atas

kemampuan dan kepatutan kembali terhadap Pengawas.

Pasal 22
LAPS-SK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas
kemampuan dan kepatutan Pengawas LAPS-SK serta tata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 23

Anggaran LAPS-SK bersumber dari:

.0 op

iuran anggota;

hibah;

sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; dan
penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran
dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 24
LAPS-SK menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. ringkasan eksekutif;
b. kebijakan dan strategi manajemen;
c. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang
digunakan;
proyeksi jumlah Sengketa yang akan ditangani;
rencana pendanaan;
rencana pengembangan LAPS-SK; dan
g. informasi lainnya.
Rencana kerja dan anggaran tahunan harus terlebih
dahulu dibahas dalam rapat Pengawas untuk
mendapatkan persetujuan.
Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah
mendapatkan persetujuan dalam rapat Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Bank Indonesia untuk mendapat persetujuan.
Dalam hal terdapat penyesuaian rencana kerja dan
anggaran tahunan yang diminta oleh Bank Indonesia,
LAPS-SK wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat
dari Bank Indonesia.
Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia disahkan dalam rapat
umum anggota.
LAPS-SK wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran
tahunan yang telah disahkan oleh rapat umum anggota
kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30
September sebelum tahun rencana kerja dan anggaran
tahunan dilaksanakan.

-0 a

Pasal 25
Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah
disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7):
a dinilai berpotensi membahayakan tugas dan fungsi
LAPS-SK; dan/atau
b  tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
Bank Indonesia berwenang membatalkan rencana kerja
dan anggaran tahunan.
Dalam hal Bank Indonesia membatalkan rencana kerja dan
anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
LAPS-SK harus melakukan rapat umum anggota untuk
mengesahkan kembali rencana kerja dan anggaran
tahunan.

Pasal 26

Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS-SK

pada tahun berjalan:

a. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara
signifikan memengaruhi operasional LAPS-SK;
dan/atau

b. Dberdasarkan penelaahan Bank Indonesia terhadap
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan
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yang telah berjalan dinilai berpotensi menghambat
pelaksanan fungsi dan tugas atau operasional
LAPS-SK,
LAPS-SK melakukan perubahan terhadap rencana kerja
dan anggaran tahunan.
Perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan
kepada Bank Indonesia untuk mendapat persetujuan
sebelum dilakukan rapat umum anggota.
Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
paling banyak 1 (satu) kali dan dilakukan paling lambat
tanggal 30 Juni tahun berjalan.
Dalam hal LAPS-SK melakukan perubahan atau
berdasarkan penelaahan kembali dari Bank Indonesia
harus dilakukan perubahan terhadap rencana kerja dan
anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
LAPS-SK harus melakukan rapat umum anggota kembali
untuk mengesahkan perubahan rencana kerja dan
anggaran tahunan.
Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah
disahkan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan
perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 27
LAPS-SK menyusun laporan realisasi rencana kerja dan
anggaran tahunan secara semesteran.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
informasi:
a. pencapaian rencana kerja dan anggaran tahunan
berupa perbandingan antara rencana dengan realisasi;
b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya
perbedaan antara rencana dengan realisasi rencana
kerja dan anggaran tahunan; dan
c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan
untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana
kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 28
Dalam hal penerimaan tahun berjalan lebih besar dari
pengeluaran tahun berjalan, kelebihan dana dimaksud
dilarang untuk dibagikan kepada Pengawas, Pengurus,
pegawai dari LAPS-SK, dan/atau pihak lain.
Kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk optimalisasi LAPS-SK.
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Pasal 29
LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), ayat (7), Pasal 26 ayat
(5), dan Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administratif
berupa denda administratif sebesar RpS50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
LAPS-SK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan
anggaran tahunan LAPS-SK serta tata cara pengenaan
sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota
Dewan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Laporan Tahunan

Pasal 30

LAPS-SK wajib memublikasikan laporan tahunan paling

lambat pada tanggal 31 Juli melalui laman yang dikelola

secara resmi oleh LAPS-SK atau media lain.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. profil LAPS-SK;

b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan
publik yang terdaftar di otoritas yang berwenang di
sektor jasa keuangan;

c. keanggotaan dan kepatuhan pembayaran iuran
anggota,;

d. kepatuhan anggota dalam melaksanakan kesepakatan
dan/atau putusan; dan

e. penanganan Sengketa yang dilakukan LAPS-SK.

LAPS-SK wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah

dipublikasikan kepada Bank Indonesia paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak laporan tahunan dipublikasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi

administratif berupa denda administratif sebesar

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja

keterlambatan dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima

juta rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan LAPS-SK

dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam

Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Mediator dan Arbiter

Pasal 31
LAPS-SK wajib memiliki daftar mediator dan arbiter di
LAPS-SK.
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Mediator dan arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk
menyelesaikan Sengketa di bidang Sistem Pembayaran,
Kegiatan Layanan Uang, kegiatan di Pasar Uang dan Pasar
Valuta Asing, serta bidang lainnya yang diatur dan diawasi
oleh Bank Indonesia.

Pengurus melakukan penilaian terhadap mediator dan
arbiter untuk dapat dicantumkan dalam daftar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Daftar mediator dan arbiter sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Pengurus wajib melakukan penilaian kembali terhadap
mediator dan arbiter sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terlampaui.

LAPS-SK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mediator dan arbiter serta
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Pengamanan Informasi

Pasal 32
LAPS-SK wajib menerapkan pengendalian pengamanan
informasi dan/atau dokumen layanan Sengketa pada
setiap sistem elektronik yang digunakan oleh LAPS-SK.
LAPS-SK harus memiliki ketentuan internal mengenai
ketahanan dan keamanan siber.
LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan informasi
dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keduabelas
Peran Asosiasi

Pasal 33

Untuk mendukung penyelenggaraan layanan penyelesaian
Sengketa oleh LAPS-SK, asosiasi menjalankan fungsi
pengawasan kepada Penyelenggara dalam melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Pasal 11 ayat (1) sebagai anggota LAPS-SK.

Bank Indonesia dapat menugaskan asosiasi untuk
memfasilitasi pengaduan Konsumen yang diterima oleh
Penyelenggara.

Asosiasi melakukan pengawasan terhadap pemenuhan
prinsip Pelindungan Konsumen oleh Penyelenggara
termasuk penanganan dan penyelesaian pengaduan
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Konsumen yang diterima oleh Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia mengenai pelindungan
konsumen Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran asosiasi diatur
dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PRINSIP LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

DI SEKTOR KEUANGAN

Pasal 34

LAPS-SK memenuhi prinsip:

fao oD

(2)

(3)

(4)

aksesibilitas;
independensi;

keadilan; dan
efektivitas dan efisiensi.

Pasal 35

Dalam penerapan prinsip aksesibilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, LAPS-SK wajib:

a. memiliki layanan dan prosedur penyelesaian Sengketa
yang mudah diakses oleh Konsumen;

b. menyediakan layanan yang mencakup seluruh
wilayah Indonesia;

c. mengembangkan strategi komunikasi  untuk
meningkatkan pemahaman Konsumen terhadap
proses penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan oleh
LAPS-SK; dan

d. memiliki laman yang mencantumkan informasi LAPS-
SK.

Dalam penerapan prinsip independensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, LAPS-SK:

a. wajib mempunyai Pengawas yang memastikan bahwa
LAPS-SK telah memenuhi persyaratan untuk
menjalankan fungsinya;

b. dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya;

c. wajib berkonsultasi dengan pemangku kepentingan
yang relevan dalam mengubah peraturan sebelum
mengimplementasikannya; dan

d. wajib mempunyai sumber daya yang memadai untuk
melaksanakan fungsinya.

Dalam penerapan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 huruf ¢, LAPS-SK wajib:

a. memiliki peraturan dalam pengambilan kesepakatan
dan/atau putusan; dan/atau

b. memberikan alasan tertulis atas penolakan
permohonan  penyelesaian Sengketa dan/atau
putusan penyelesaian Sengketa oleh arbiter.

Dalam penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, LAPS-SK

wajib:

a. memiliki peraturan penyelesaian Sengketa yang
memuat  ketentuan  tentang  jangka = waktu
penyelesaian Sengketa;

b. mengenakan biaya yang terjangkau kepada Konsumen
dalam penyelesaian Sengketa;
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c. memiliki peraturan penyelesaian Sengketa yang
memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggota
LAPS-SK mematuhi dan melaksanakan setiap
kesepakatan dan putusan LAPS-SK; dan

d. mengawasi pelaksanaan kesepakatan atau putusan.

Pasal 36
LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA OLEH LEMBAGA ALTERNATIF

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN

Pasal 37

LAPS-SK dapat menangani Sengketa dengan kriteria:

a. pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh
Penyelenggara namun ditolak oleh Konsumen atau
Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
mengenai Pelindungan Konsumen Bank Indonesia;

b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa
yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh
lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif
penyelesaian sengketa lainnya; dan

c. Sengketa bersifat keperdataan.

Selain Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

LAPS-SK dapat menangani Sengketa lain yang mendapat

persetujuan dari Bank Indonesia.

Penanganan Sengketa melalui LAPS-SK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 38

Penyelesaian Sengketa melalui LAPS-SK dapat dilakukan
melalui:
a. tatap muka langsung di hadapan mediator atau

arbiter;
b. media elektronik; dan/atau
c. pemeriksaan dokumen.
Penyelesaian = Sengketa  melalui media elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang
memungkinkan semua pihak saling:
a. mendengar; atau
b. melihat dan mendengar,
secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.
Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan di kantor LAPS-SK
maupun di kantor perwakilan Bank Indonesia.
LAPS-SK wajib menatausahakan seluruh informasi dan
data terkait dengan penyelesaian Sengketa.
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Pasal 39
LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa
dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan
Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PELAPORAN DAN PEMBERIAN INFORMASI OLEH LEMBAGA

(1)

(2)

(3)

(4)

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR
KEUANGAN

Pasal 40
LAPS-SK wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3
(tiga) bulan pada posisi akhir bulan Maret, Juni,
September, dan Desember kepada Bank Indonesia, paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
informasi:
a. masing-masing layanan paling sedikit:

1. jumlah permohonan penyelesaian Sengketa
disertai penjelasan singkat permasalahan;

2. demografi dari Konsumen yang mengajukan
permohonan penyelesaian Sengketa;

3. jumlah permohonan penyelesaian Sengketa yang
ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
termasuk alasan penolakan;

4. jumlah Sengketa yang masih dalam proses
penyelesaian,;

5. rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan masing-masing Sengketa;

6. jenis layanan dan/atau produk yang menjadi
Sengketa; dan

7. jumlah Sengketa yang telah diputus dan hasil
monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan
putusan dimaksud;

b. daftar 5 (lima) besar Sengketa yang diterima oleh

LAPS-SK;

c. daftar Penyelenggara yang belum menjadi anggota

LAPS-SK; dan

d. daftar anggota yang belum membayar iuran anggota

dari LAPS-SK.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang
disediakan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, laporan
disampaikan melalui sarana yang digunakan Bank
Indonesia untuk menerima laporan.

Pasal 41

LAPS-SK wajib menyampaikan secara tertulis nama
Penyelenggara dan Konsumen yang tidak melaksanakan
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kesepakatan atau putusan LAPS-SK kepada Bank Indonesia
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak batas waktu
pelaksanaan kesepakatan atau putusan.

Pasal 42

(I) Bank Indonesia dapat meminta informasi dan/atau
dokumen kepada LAPS-SK melalui surat dan/atau surat
elektronik.

(2) LAPS-SK wajib memberikan informasi dan/atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank
Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya permintaan informasi dan/atau dokumen
melalui surat dan/atau surat elektronik.

Pasal 43

Dalam hal batas akhir penyampaian pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (5), ayat (7),
Pasal 26 ayat (3), ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1),
ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, dan Pasal 42 ayat (2) jatuh
pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional dan/atau
hari cuti bersama yang ditetapkan Bank Indonesia sehubungan
dengan hari raya keagamaan, kewajiban pelaporan disampaikan
paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 44

(1) LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, dan Pasal 42
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda
administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
per hari kerja keterlambatan dan paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan LAPS-SK dan
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 45

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada LAPS-SK.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pengawasan tidak langsung; dan
b. pengawasan langsung.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang untuk meminta
dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau
penjelasan dari LAPS-SK.

(4) LAPS-SK wajib menyampaikan dokumen, data, informasi,
keterangan, dan/atau penjelasan atas permintaan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan
atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan
pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b.
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Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang meminta LAPS-
SK untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) LAPS-SK dikenai sanksi
administratif, Bank Indonesia dapat mengumumkan
pengenaan sanksi tersebut kepada masyarakat.

Pasal 46

LAPS-SK yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penggantian Pengurus dan/atau Pengawas.
Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. rekomendasi kepada instansi terkait untuk:

1. mengeluarkan pihak lain yang ditugaskan dari

daftar profesi tertentu; dan/atau

2. melakukan pencabutan izin usaha.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan LAPS-SK dan
tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII
KOORDINASI

Bagian Kesatu

Koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas yang Berwenang di

(1)

(2)

(3)

(4)

Sektor Jasa Keuangan

Pasal 47

Bank Indonesia dan otoritas yang berwenang di sektor jasa

keuangan  melakukan  koordinasi dalam = rangka

penyelenggaraan LAPS-SK.

Cakupan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kelembagaan LAPS-SK;

b. persetujuan operasional LAPS-SK;

c. pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap LAPS-
SK; dan

d. hal lainnya.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan:

a. pada level pimpinan dan level teknis;

b. secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
dan

c. dengan metode dalam jaringan dan/atau luar
jaringan.

Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara Bank Indonesia dan otoritas yang berwenang di

sektor jasa keuangan dituangkan dalam petunjuk
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pelaksanaan mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi
dalam rangka pengawasan dan penyelenggaraan LAPS-SK.

Bagian Kedua
Koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian dan Lembaga

Pasal 48
Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan kementerian
dan/atau lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan LAPS-
SK.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1) Penyelenggara yang telah menjadi anggota pada LAPS-SK
yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang
berwenang di sektor jasa keuangan sebelum Peraturan
Bank Indonesia ini berlaku tetap menjadi anggota terhitung
sejak LAPS-SK tersebut mendapat persetujuan dari Bank
Indonesia.

(2) Pengurus yang telah menjabat pada LAPS-SK yang telah
mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang di
sektor jasa keuangan sebelum Peraturan Bank Indonesia
ini berlaku tetap menjadi Pengurus terhitung sejak
LAPS-SK tersebut mendapat persetujuan dari Bank
Indonesia.

(3) Pengawas yang telah menjabat pada LAPS-SK yang telah
mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang di
sektor jasa keuangan sebelum Peraturan Bank Indonesia
ini berlaku tetap menjadi Pengawas terhitung sejak
LAPS-SK tersebut mendapat persetujuan dari Bank
Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BANK INDONESIA

BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

14 Mei 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

<@#KUMHAMPA§TI

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR  15,g;




II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI SEKTOR KEUANGAN

UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan
serta sistem keuangan yang kuat, Pemerintah telah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan yang menguatkan pengaturan berbagai aspek di sektor
keuangan antara lain mengenai penguatan kelembagaan Bank Indonesia
sebagai otoritas di sektor keuangan yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengawasi Penyelenggara di bidang moneter, Sistem
Pembayaran, dan makroprudensial yang produk dan/atau jasanya
dimanfaatkan oleh Konsumen.

Pada dasarnya, Penyelenggara berkewajiban menangani dan
menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen secara efektif.
Akan tetapi, penyelesaian pengaduan Konsumen di sektor keuangan oleh
Penyelenggara tidak selalu menghasilkan kesepakatan sehingga
mengakibatkan terjadinya Sengketa antara Konsumen dengan
Penyelenggara. Dalam rangka pemberian Pelindungan Konsumen,
diperlukan mekanisme penyelesaian Sengketa di luar Penyelenggara, yaitu
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh LAPS-
SK. Proses penyelesaian pada LAPS-SK bersifat rahasia dan mengutamakan
solusi yang saling menguntungkan para pihak (win-win solution), sehingga
kepercayaan Konsumen terhadap sektor keuangan dapat terjaga. Selain itu,
penyelesaian Sengketa melalui LAPS-SK dilaksanakan dengan prinsip
mudah diakses, independen, adil, efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan
Peraturan Bank Indonesia mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Keuangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia antara
lain bank yang melakukan kegiatan penyetoran dan/atau
penarikan uang rupiah.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah layanan penyelesaian
Sengketa bagi Penyelenggara di bawah kewenangan Bank Indonesia
dan pelaku usaha jasa keuangan di bawah kewenangan otoritas di
sektor jasa keuangan dalam 1 (satu) LAPS-SK.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang di sektor
jasa keuangan” adalah Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “surat persetujuan dari otoritas yang
berwenang di sektor jasa keuangan” adalah surat
persetujuan operasional sebagai Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Angka 1

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah cara
penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga untuk
membantu pihak yang bersengketa mencapai
kesepakatan.



Angka 2
Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara
penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Huruf b
Sumber daya antara lain pegawai operasional, mediator,
arbiter, dan infrastruktur.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Menindaklanjuti perubahan anggaran dasar antara lain
pendaftaran kepada perangkat Pemerintah yang membidangi
hukum untuk diberikan persetujuan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Perubahan terhadap peraturan mengenai penyelenggaraan
layanan penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan
Penyelenggara antara lain karena adanya harmonisasi dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan dan untuk
penyesuaian pelaksanaan fungsi dan tugas LAPS-SK.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Iuran keanggotaan yang dibayar oleh Penyelenggara kepada
LAPS-SK merupakan iuran yang telah ditetapkan dalam rapat
umum anggota dan merupakan kewajiban Penyelenggara sebagai
anggota perkumpulan dari LAPS-SK.
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Besaran iuran keanggotaan mempertimbangkan antara lain besar
kecilnya skala usaha Penyelenggara maupun variabel lain seperti
aset Penyelenggara.

Huruf c
Yang dimaksud “kesepakatan dan putusan” adalah kesepakatan
yang dicapai dan putusan yang dihasilkan dalam proses
penyelesaian Sengketa.
Contoh putusan LAPS-SK: putusan arbitrase yang telah
diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
dan telah melampaui jangka waktu permohonan pembatalan
putusan arbitrase.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “media lain yang dikelola secara resmi
oleh Penyelenggara” adalah media yang digunakan oleh
Penyelenggara untuk komunikasi dengan Konsumen.
Contoh: surat elektronik dan papan pengumuman yang
disediakan di kantor cabang.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pelaksanaan rapat umum anggota dengan menggunakan media
elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan
efisiensi kegiatan dimaksud.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Contoh keputusan rapat umum anggota yang berpotensi
membahayakan kepentingan LAPS-SK: penetapan anggaran
yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi LAPS-SK.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Penentuan rangkap jabatan dilakukan oleh LAPS-SK.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di sektor keuangan yang pidananya telah
selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun
terakhir sebelum dicalonkan;

2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dan/atau ketentuan tindak
pidana yang berlaku di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan ancaman hukuman pidana
penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah
selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
sebelum dicalonkan; dan/atau

3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman
pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain
korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika,
penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan
orang, perdagangan senjata gelap, terorisme,
pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang
kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang
kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai
dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir
sebelum dicalonkan.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf b.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Pengembangan LAPS-SK antara lain pengembangan
organisasi dan sumber daya manusia, pengembangan
dan/atau perubahan jaringan kantor, serta pengembangan
sistem elektronik.
Huruf g
Informasi lainnya antara lain informasi mengenai sosialisasi,
kegiatan komunikasi, pendidikan mediator/arbiter, dan
kerja sama dengan lembaga internasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Dinilai berpotensi membahayakan antara lain penetapan
anggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi
LAPS-SK.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Faktor eksternal antara lain krisis ekonomi yang mengakibatkan
target tidak dapat tercapai.
Faktor internal antara lain realisasi target penerimaan yang tidak
mencapai target.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 29

Optimalisasi LAPS-SK antara lain biaya operasional tahun
berikutnya, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia,
pengembangan dan/atau  perubahan  jaringan  kantor,
pengembangan sistem elektronik yang dapat terhubung dengan
sistem layanan konsumen terintegrasi yang disediakan oleh
otoritas di sektor keuangan.

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 31

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengendalian pengamanan informasi dan/atau dokumen layanan
Sengketa pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh
LAPS-SK antara lain:

kerahasiaan;

integritas;

ketersediaan;

keaslian;

tidak dapat diingkari;

pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan
aplikasi;

pemisahan tugas dan tanggung jawab; dan

pemeliharaan jejak audit.

o a0 o

509
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Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian
perangkat dan  prosedur  elektronik yang = berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Sistem elektronik yang digunakan oleh LAPS-SK antara lain
sistem elektronik untuk penyelesaian Sengketa dan rapat umum
anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Yang  dimaksud dengan = “asosiasi” adalah  asosiasi
Penyelenggara yang menjalankan kegiatan di bidang sistem
pembayaran, kegiatan layanan uang, pasar uang dan pasar
valuta asing, dan kegiatan lainnya yang diatur dan diawasi
oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)

Huruf a
Mudah diakses antara lain LAPS-SK menyediakan sarana
yang memudahkan Konsumen untuk mengetahui
keberadaan, cara menghubungi serta jenis layanan
penyelesaian Sengketa yang dimiliki LAPS-SK, termasuk
penyediaan sistem informasi.

Huruf b
Dalam menyediakan layanan yang mencakup seluruh
wilayah Indonesia antara lain memanfaatkan teknologi
informasi melalui alat telekonferensi dan/atau konferensi
video.

Huruf c
Mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan
pemahaman Konsumen terhadap proses penyelesaian
Sengketa antara lain melalui laman LAPS-SK atau dalam
brosur yang disediakan LAPS-SK.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Hak veto antara lain hak untuk mengganti Pengurus atau
mengubah peraturan LAPS-SK.

Huruf c
Pemangku kepentingan yang relevan antara lain asosiasi
atau perhimpunan Konsumen atau lembaga yang bergerak
di bidang pelindungan Konsumen dan asosiasi atau
perhimpunan Penyelenggara sesuai dengan masing-masing
bidang.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “sumber daya yang memadai” adalah
sumber daya minimal yang dimiliki cukup dalam
menjalankan operasional LAPS-SK.
Sumber daya antara lain sumber daya manusia, sarana dan

prasarana.
Ayat (3)
Huruf a

Peraturan dalam pengambilan kesepakatan dan/atau

putusan materi muatannya antara lain:

1. kewajiban mediator untuk benar-benar bertindak
sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan
kepentingan para pihak yang bersengketa untuk
memperoleh kesepakatan penyelesaian;

2. larangan arbiter mengambil putusan berdasarkan pada
informasi yang tidak diketahui para pihak; dan

3. kewajiban arbiter memberikan alasan tertulis dalam
setiap putusannya.

Huruf b

Alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian

Sengketa antara lain:

1. alasan penolakan yang terkait substansi Sengketa yang
diajukan, seperti Sengketa belum pernah diajukan
kepada Penyelenggara atau Sengketa tidak terkait
dengan sektor keuangan; dan/atau

2. alasan penolakan yang terkait administrasi, seperti
dokumen Sengketa tidak lengkap.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah periode yang
dibutuhkan dalam penyelesaian Sengketa.
Jangka waktu dapat diukur dengan membandingkan jangka
waktu penanganan dan penyelesaian Sengketa pada LAPS-
SK dengan jangka waktu penyelesaian Sengketa pada
lembaga, badan, instansi, atau badan lain yang memiliki
fungsi penyelesaian Sengketa lainnya.

Huruf b
Biaya terjangkau dapat diukur dengan membandingkan
biaya penyelesaian Sengketa pada LAPS-SK dengan biaya
penyelesaian Sengketa pada lembaga, badan, instansi, atau
badan lain yang memiliki fungsi penyelesaian Sengketa
lainnya.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.
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Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penanganan Sengketa bersifat rahasia”
adalah penyelesaian Sengketa yang dilakukan bersifat tertutup
dan putusannya tidak diumumkan.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Lingkup menatausahakan antara lain administrasi pencatatan
dan pengendalian informasi.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Daftar 5 (lima) besar Sengketa yang diterima oleh LAPS-SK
berdasarkan frekuensi Sengketa.
Contoh: kasus kartu kredit digunakan oleh orang lain (fraud).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik yang
disediakan oleh Bank Indonesia” adalah sistem pelaporan
yang meliputi sarana dan prasarana yang digunakan Bank
Indonesia untuk menerima dan memproses laporan.
Ayat (4)
Sarana yang digunakan Bank Indonesia untuk menerima laporan
antara lain surat dan/atau surat elektronik.

Pasal 41
Yang dimaksud dengan “kesepakatan atau putusan” adalah
kesepakatan yang dicapai dan putusan yang dihasilkan dalam proses
penyelesaian Sengketa.
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Pasal 42
Ayat (1)
Permintaan informasi dan/atau dokumen dilakukan antara lain
untuk proses pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan mengenai
kewajiban menjaga kerahasiaan data.

Ayat (7)
Bank Indonesia meminta LAPS-SK untuk melakukan sesuatu
antara lain mengubah peraturan LAPS-SK yang tidak sesuai
dengan prinsip LAPS-SK.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b.
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Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  gy/5;
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